
BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR ll TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING TABUNGAN DEPOSITO PEMERINTAH
KABUPATEN TORAJA UTARA PADA BANK NEGARA INDONESIA

CABANG PEMBANTU RANTEPAO

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang bahwa untuk peningkatan kemitraan dal pembinaan
ke Bank-Balk yang ada di Kabupaten Torqla Utara khususnya
melalui Tabungan Deposito Kabupaten Toraja Utara, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Rekening
Tabungan Deposito Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Pada
Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Rantepao.

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dart Nepotisme ( I-embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2O02
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undarg Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang



Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O04 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbalgan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4874);

8. Undalg-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tembararr
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
s%al;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4570);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan hmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan l,embaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6r4l;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemeritahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dal Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 49, Tambahaa
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 tentang
Perubahaa Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedomar Pengelolaan
Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5
Talun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kery'a Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Tor4ia Utara Tahun 2010 Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daera,h
(Lembaran Daerah Kabupaten Tor4la Utara Tahun 2010
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 3).

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 2 Tahun
20 I 1 tentang Pqjak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabuapen Toraja Utara Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja U tara Tahun 2O13 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Nomor 30).



MtrMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR
REKENING TABUNGAN DEPOSITO PEMERINTAH KABUPATEN
TORAJA UTARA PADA BANK NEGARA INDONESIA CABANG
PtrMBANTU RANTEPAO.

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daeralt adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Toraja Utara dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Tor4ja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan raklrat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang
selanjutnya disingkat Sekdakab.

7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatual masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkal aspirasi masyara,kat dalam system
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Keuangan Daerah ada-lah semua hak dan kewajibal daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut.

10. Rekening Tabungan Deposito beq'angka adalah simpanan yang penarikannya
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara
penyimpan dengal bank.

Pasal 2

Penetapan Nomor Rekening Tabungan Deposito Pemerinta_h Kabupaten
Toraja Utara pada Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Rantepao
yaitu Nomor 296985704.

Pasa] 3

Rekening Tabungan Deposito sebagaimana dimaksud dalam pasa.l 2 tidak terikat
jangka waktu penyimpanan dalam satu tahun berkenaan tetapi sewaktu-waktu



dana tersebut dapat dita-rik kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten
Toraja Utara pada Bank Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Rantepao
apabila Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memerlukan dana tersebut dalam
rangka kelancaral pembayaran tagihan da-ri Pihak Ketiga atau Bendahara
Pengeluaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Pemberian Bunga atas Rekening Tabungan Deposito, disesuaikan dengan
ketentuan Bunga Deposito yang berlaku umum dan hasilnya untuk
keuntungan Pemerintah Kabupaten Toraj a Utara.

(2) Bunga Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung
dipindahbukukan setiap bulannya ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Cabang Rantepao oleh Bank Negara
Indonesia.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada

SEKDA
BUP RAJA UT

FRED RI ATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 24 Juni2Ol4

SE RIS DAERAH
BU TORAJA UTARA,

LEW N NTE

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2OI4 NOMOR 11.

ASISTEN

BAG. HUXUM

23 Juni 2014
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